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MOTTO

Kesuksesan adalah ABC (Ability, Breaks, and Courage)

Dan kamu harus melakukan SERVE

S : See the future ( Melihat masa depan )

E : Engage and develop others ( Libatkan dan kembangkan orang lain )

R : Reinventing continously ( Temukan kembali terus menerus)

V : Value results and relationships ( Hargai hasil dan hubungan )

E : Embody the values ( Mewujudkan nilai)
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ABSTRAK

: Studi tentang Suaka Diplomatik dalam Perspektif HukumJudul Skripsi

Internasional

: Wahyu NopriadiNama

Nim : 02101001034

: Semua orang di dunia ini berhak untuk mendapatkan 
perlindungan dan rasa aman dari suatu negara, karena itu merupakan hak asasi 
manusia yang didapat dari sejak lahir. Hak asasi manusia ini merupakan landasan 
dalam pemberian suaka diplomatik. Karena belum ada pengaturan secara 
internasional yang mengatur mengenai suaka diplomatik, hanya ada beberapa 
pengaturan secara regional di beberapa kawasan saja. Suaka diplomatik diberikan 
oleh gedung perwakilan asing kepada seseorang yang mencari perlindungan dari 
pemerintah negara tempat perwakilan asing tersebut berada. Gedung perwakilan 
asing memiliki kekebalan dan keistimewaan sehingga tidak dapat diganggu-gugat 
oleh aparat negara penerima. Suaka diplomatik ini tidak bisa diberikan kepada 
semua orang yang meminta suaka, hanya orang yang melakukan kejahatan politik 
yang bisa diberikan suaka diplomatik. Pemberian suaka diplomatik sudah diakui 
oleh hukum internasional, pemberian suaka oleh suatu negara tidak diartikan 
sebagai tindakan permusuhan oleh negara asala pencari suaka karena tindakan 
tersebut merupakan hak kedaulatan territorialnya. Pemberian suaka diplomatik ini 
sudah berlangsung lama dan sudah merupakan hukum kebiasaan internasional.

Isi Abstrak

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Suaka Diplomatik, Gedung Perwakilan

Asing
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ABSTRACT

: Study on Diplomatic Asyluin of International LawTitle

Perspective

: Wahyu NopriadiName

Student Identification numbers: 02101001034

Contents of abstract : Everyone in this world has the right to protection and 
security of the State , because it is a human right given from birth . Human rights 
are the foundation for the granting of diplomatic asylum . Because there is no 
international instruments about diplomatic asylum , there are only a few regional 
instruments in some areas only. Diplomatic asylum granted by the premises of the 
mission to someone who sought protection of diplomatic premises. The premises 
of the missions have been immunity and privilege and shall be inviolable, the 
agents of the receiving State may not enter them. Diplomatic asylum should not be 
granted to all those who ask for asylum , only those who commit political crimes 
that can be given diplomatic asylum . Granting diplomatic asylum has been 
recognized by international law , the granting of asylum by the State is not as an 
act of hostility because it would be right to territorial sovereignty. Granting 
diplomatic asylum is a long-standing and has been a customary international law.

Keywords : Human Rights, Diplomatic Asylum, Diplomatic premises.
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BAB I O*
PENDAHULUAN

Latar BelakangA.

Hukum internasional didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang

sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang 

terhadapnya Negara-negara merasa terikat untuk menaati , dan karenanya, benar- 

benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain1.

Dan yang meliputi:

a. Kaidah-kaidah hukum yang berhubugan dengan berfungsinya lembaga-

lembaga atau organisasi-organisasi internasional, baik hubungan-

hubungan mereka satu sama lain maupun hubungan mereka dengan

Negara-negara dan individu-individu; dan

b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu

dan badan-badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat 

internasional.2

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki wewenang untuk

melindungi warga Negara asing yang berada didalam wilayah teritorialnya.

J.G. S[aike.Q.C..Pengantar Hukum Internasional, Jilid L Edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar 
Grafika. 1989.hlm.3 
2 Ihid

1
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Karena Negara memiliki yurisdiksi wilayah 3 Sesuai dengan pengertian 

yursidiksi wilayah, maka suatu Negara selain mempunyai hak untuk mengatur 

(jurisfaetion) sekaligus memiliki kewenangan untuk menegakkan hukumnya 

(jurisaetion) terhadap orang, benda, sesuatu dan kejadian/peristiwa hukum yang 

terjadi di wilayahnya4. Oleh karena itu dalam hukum internasional Negara 

mempunyai hak untuk memberikan suaka5 baik suaka territorial maupun suaka 

diplomatik dan warganegara asing berhak mendapat suaka dari Negara lain. 

Didalam Universal Dec/aration of Hunian Rights 1948 pasal 2 menyebutkan

bahwa:

“Everyone is cntitled lo a/l the rights and /reedoms set forth in this

Dec/aration, wilhouf distinetion of any kind, such as race, colour, sex,

language, religion, political or other opinion, national or social origin,

property, birth or other status. Furtherniore, no distinetion shall be made

on the basis of the political, jurisdictional or International status of the

country or territory to which a person be/ongs, whether it be independent, 

trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty ”6.

Jelaslah bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kebebasan-

kebebasan sebagaimana yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada

3 Yurisdiksi wilayah merupakan hak . kekuasaan, atau kewenangan dari suatu negara dalam 
membuat, memberlakukan, melaksanakan, dan atau memaksakan hukum nasionalnya atas suatu 
obyek hukum baik yang ada atau terjadi di dalam dan atau di luar batas - batas wilayah. 1 VVayan 
Parthiana.Hukum Pidana Internasional.Bandung:CV Yrama Widya.2006.hlm. 101 

1 Syalunin A.K., Usmawadi. .//j/Awm International Kontemporer, Jilid 2. Palembang: Penerbit 
Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.2008.hlm.353 

Suaka diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada pengungsi politik 
atau aktivis politik yang berasal dari negara lain dan negara itu menizinkan untuk masuk ke 
wilayahnya atas permintaannya. Sumaryo Suryokusumo. .//i/Aj/w Diplomatik dan Konsuler. Jilid 
1.Jakarta: PT. Tatanusa. 2013. lilin. 187 

6 Pasal 2 Universal Dcclaration of Human Rights 1948
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perkecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 

agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, 

hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Serta tidak diberlakukannya 

pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional 

dari negara atau daerah dari mana seseorang itu berasal, baik dari negara yang 

merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di 

bawah batasan kedaulatan yang lain. Serta Ketentuan Pasal 3 Universal

De c lata t ion of Human Rights 1948:

“Everyone has ihe righl to life, liberty and security of person “7.

Ketentuan dalam pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas 

kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu. Dan didalam Universal

Declaration of Human Rights 1948 pasal 14 ayat l:

“Everyone has the right to seek and to enjoy i n other countries asylum 

frort? persecution ”s.

Diterangkan jika apabila seseorang mencari suaka di Negara lain maka

orang tersebut berhak mendapatkan suaka di negara dimana ia meminta suaka

untuk melindungi dirinya dari pengejaran.

Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights 1948, Negara

berwenang dan perlu untuk memberikan suaka kepada warganegara asing yang

meminta suaka. Pemberian suaka oleh Negara didasarkan atas kebiasaan yang

sebelumnya memang telah berlangsung lama dan dalam hukum kebiasaan

internasional pemberian suaka oleh suatu negara tidak diartikan oleh Negara asal

7 Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights 1948
8 Pasal 14 ayat 1 Universal Declaration of Human Rights 1948
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pencari suaka sebagai tindakan permusuhan (hostile cicf) melainkan dalam rangka 

melaksanakan hak kedaulatan teritorialnyaJ.

Pemberian suaka oleh sesuatu Negara merupakan praktek yang sudah 

berlangsung cukup lama (duration) yang dilakukan secara konsisten (consistency) 

dan praktek-praktek semacam itu mempunyai kesamaan (simi lari ly). Dengan 

demikian pemberian suaka oleh Negara sudah merupakan hukum kebiasaan 

internasional (opinion juris et necesitatis)10

Konvensi Wina 1961 tidak membuat ketentuan-ketentuan mengenai suaka,

meskipun Pasal 41 ayat (3) menyebutkan tentang “persetujuan khusus” yang dapat 

memberikan peluang terhadap pengakuan secara bilateral, hal untuk memberikan

suaka kepada pengungsi politik di dalam lingkungan perwakilan asing. Perumusan

dalam Pasal 41 ayat (3) tersebut dibuat agar memungkinkan suaka diplomatik 

diberikan baik atas dasar instrumen yang ada maupun hukum kebiasaan11.

“The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with

Ihe functions of the mission as laid down i n the present Convention or by other

ndes of general internaiional law or by any special agreement in force between 

the sending and receiving State12

Dalam ketentuan tersebut konvensi Wina 1961 tersebut gedung perwakilan 

diplomatik suatu Negara tidak diperbolehkan untuk digunakan dengan cara 

apapun juga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi misi

sebagaimana tercantum dalam konvensi ini. Akan tetapi tidak mengurangi

9Sumaryo Sur>okusumo..//wA«/;/ Diplomatik dan Konsuler, Jilid 1 Jakarta: PT. Tatanusa, 2013. 
W m. 189 
10 Ibid
" Ibid.hal.188
12 Pasal 41 ayat 3 Konvensi Wina 1961 tentang. Hubungan Diplomatik
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kemungkinan bahwa kegiatan lain bisa saja dilakukan selama tidak bertentangan 

dengan aturan-aturan hukum internasional secara umum dan persetujuan khusus 

yang berlaku antara Negara pengirim dan Negara penerima.

Walaupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga sekarang masih 

belum berhasil menyetujui suara instrument internasional tentang Suaka tetapi 

Negara-negara di Amerika Latin lebih maju dengan telah menyetujuinya satu 

konvensi Caracas dalam tahun 1954. Konvensi ini memberikan hak kepada para

pihak untuk memberikan suaka diwilayah Negara-negara pihak lainnya. Dalam 

tahun 1973, misalnya, tatkala terjadi coup d'etat di Chile.13 Dalam bulan-bulan

berikutnya kebanyakan dari mereka itu termasuk pejabat pemerintah sebelumnya 

telah diizinkan untuk meninggal Chile dengan sepengetahuan rezim baru14.

Negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Karabia sudah mengakui

dan menghormati lembaga suaka dalam hubungan antar mereka dimulai sejak

abad ke-19, sebagaimana yang termuat di dalam Perjanjian Montevideo tentang

Hukum Pidana Internasional, 1889, yang memuat ketentuan yang mengakui dan

menghormati prinsip lembagk suaka (Pasal 15-18). Prinsip lembaga suaka terus

menerus dikukuhkan oleh negara-negara di kawasan tersebut dengan

inkorporasinya ke dalam, dan kemudian dibuatnya secara khusus perjanjian

regional yang mengatur masalah suaka, seperti Persetujuan Caracas tentang

Esktradisi 1911 (Pasal 18), Konvensi Havana tentang Suaka (Diplomatik) 1928,

13Teijadinva penggulingan pemerintahan yang mengakibatkan. Lebih dari 1000 orang yang ada 
keterlibatan dengan penggulingan pemerintah Allendc telah masuk diberbagai Kedutaan Besar 
Asing untuk meminta tempat perlindungan. 300 (hantamnya berada dikedutaan besar Mexico. 250 
orang di Kedutaan Besar Panama dan 100 orang berada di Keduataan Besar Venezuela. Sulaiman 
Hamid.Lcmbaga Suaka Dalam Hukum Intemasional.Jakarta: PT Raja Grafindo.2002,h]m,64 
1,1 ibid
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Konvensi Montevido tentang Suaka Politik 1933, Deklarasi Bogota tentang Hak 

dan Kewajiban Manusia 1984 (Pasal 27) Konvensi Caracas tentang Suaka 

Diplomatik, 1954, Konvensi Caracas tentang Suaka Teritorial. 1954, Konvensi 

San Jose tentang Hak Asasi Manusia, 1969 (Pasal 22), dan Konvensi Antar 

Amerika tentang Ekstradisi, Caracas, 1981 (Pasal 6)‘5.

Selama ini hanya Konvensi Caracas yang merupakan perjanjian yang 

mengakuinya pemberian suaka, akan tetapi didalam prakteknya Negara-negara 

melakukannya dengan dasar hukum kebiasaan. Dalam tahun 1945, Kedutaan 

Besar Inggris di Burcharest, Romania juga pernah memeberika suaka kepada 

Jenderal Rodescu, Kepala Pemerintah Romania. Demikian juga tahun 1956, 

Kedutaan Besar Yugoslavia di Budapest telah memberikan suaka kepada bekas 

perdana Menteri Imre Nagy, walaupun iia kemudian telah meninggal Keduataan 

Besar Yugoslavia dengan jaminan dari Pemerintah Hongaria atas permintaan 

Kuasa Usaha Yugoslavia yang akhirnya telah ditangkap, diadili dan dhukum16.

Kasus mengenai suaka diplomatik ini khususnya yang menyangkut 

mengenai pemberian suaka didalam lingkungan gedung perwakilan misi 

diplomatic telah terjadi di Keduataan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada 

tanggal 12 November 1994 dimana 29 pengunjuk rasa yang terdiri dari para 

pemuda Timur - timur telah memasuki gedung Kedutaan Besar dengan meloncat 

pagar. Peristiwa ini terjadi dengan bertepatan dengan akan diselenggarakannya 

Pertemuan Pemimpin-pemimpin Ekonomi APEC di Bogor pada tanggal 15

15 Jurnal Hukum Unsrat. Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional, Vol. XVII 1/No. l/Januari - 
April/2010
16 Ibid.
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November 1995. Para pengunjuk rasa bermaksud ingin bertemu dengan menteri 

Luar Negeri Waren Christopher atau Presiden Clinton dari Amerika Serikat dan 

menuntut pembebasan Xanana Gusmao yang telah dipenjarakan untuk waktu 20 

tahun karena tindak subversi17 dan para tahanan orang 1 imor lainnya1*.

Keduataan Besar Amerika Serikat belum merasa keberatan atas kehadiran 

mereka untuk mengeluarkan mereka dari gedung Kedutaan Besar Amerika. 

Apabila pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat menganggap tindakan yang 

dilakukan oleh 29 orang timor tersebut melanggar karena memasuki gedung 

perwakilan asing secara melawan hukum, pihak keamanan Indonesia baru bisa 

memproses secara hukum. Setelah 10 hari di Kedutaan Besar Ameriak Serikat, 

29 orang tersebut menerima suaka dari Portugal . dalam hal ini Kedutaan Besar 

Amerika Serkat dan komite Palang Merah Internasional menyiapkan seluruh 

dokumen dan pemerintah Indonesia menjanjikan tidak akan menghalangi 

keberangkatan mereka, karena 29 pengunjuk rasa tersebut berada dalam 

yurisdiksi Amerika Serikat. Setelah ICRC membicarakan dengan pihak

17 Subversi bertujuan untuk menguasai keadaan, menciptakan keadaan baru yang menguntungkan 
subversor. Maksud subversi adalah meruntuhkan negara dari dalam atau menjatulikan pemerintah 
yang sah dengan cara menimbulkan desintegrasi dan destruksi di segala bidang, perusakan dan rw 
pengacauan keamanan, serta menimbulkan kekacauan ekonomi, instabilitas politik dan 
keamanan Subversi juga dilakukan dengan merongrong potensi negara agar menjadi lemah 
melalui saluran idiologi, politik, militer, sosial ekonomi, kebudayaan dan sebagainya Menurut 
Ocmar Seno Adji (1980). dalam subversi terkandung dua unsur. Pertama, hochcvcrrat. suatu 
tindakan pengkhianatan terhadap bentuk pemerintahan atau bentuk negara. Kedua, landesverrat 
yaitu tindakan mengancam keselamatan dan keamanan negara, termasuk berkolaborasi dengan 
pihak asing. Jadi, subversi merupakan kejaluttan yang kental muatan politisnya. Pelaku tindak 
pidana subversi disebut sebagai penjahat politik. Menurut Ha/.ewinkcl-Suringa. penjahat politik 
biasanya

dengan lata tertib hukum karena berupaya mewujudkan keyakinannya mengenai kehidupan 
bersama antarsesama manusia, dengan cara yang tidak dapat diterima oleh tertib hukum. Mereka 
bermaksud mengubah masyarakat atau negara, kalau perlu pemimpin negara harus diganti. 
http://yyyvyv.library.ohiou.edU/indopubs/1995/l l/23/0029.html diunduh tanggal 03 Oktober 2013
18 Sumaryo Survokusumo. Hukum Diplomatik Teori dan Kasus.Bandung: 
PT. Alumni.2005,hlm, 157

bertabrakan

http://yyyvyv.library.ohiou.edU/indopubs/1995/l
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Perwakilan Portugal di Jenewa , Portugal menyatakan bersedia menerima 29 

orang tersebut sebagai imigran dan akhirnya diberangkatkan ke Portugal pada 

tanggal 24 November 199419. Kasus tersebut diatas merupakan kasus yang 

kedua, yang pertama telah terjadi pada tanggal 23 Juni 1993, yaitu ketujuh 

pemuda Timor Timur memasuki gedung Kedutaan Besar Finlandia di Jakarta dan 

mereka telah menerima suaka. Dengan bantuan 1CRC mereka kemudia telah 

diberangkatkan ke Swiss pada tanggal 29 Desember 199320.

Banyaknya jumlah individu yang meminta perlindungan merupakan 

masalah penting didunia hukum Internasional untuk mengatur lebih lanjut terkait 

persoalan tersebut. Dan gedung perwakilan diplomatik yang sering dijadikan 

tempat untuk mencari suaka. Karena menurut Satow’s, “ baik gedung perwakilan 

maupun rumah kediaman diplomat , keduanya menurut hukum internasional 

diperlakukan sama. Dengan demikan, keduanya berhak memperoleh 

perlindungan khusus dan tidak dapat dimasuki tanpa izin kepala perwakilan , 

kecuali jika terjadi kebakaran atau bencana lainnya yang memerlukan tindakan-

'J 1tindakan yang cepat”.

Gedung perwakilan diplomatik sendiri memiliki kekebalan dan 

keistimewaan yang mana tidak boleh dimasuki oleh aparat negara penerima

tanpa izin dari kepala perwakilan asing tersebut, kecuali ada hal - hal yang dapat 

membahayakan dan bertentangan dengan Konvensi Wina 1961.22

19 Ibid hlm. 157-158
20 Ibid.hlm 158
21 Syahmin A.K.. Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis.Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada.2008.hlm, 137
22 Lihat Konvensi Wina 1961 Pasal 31
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Selain itu, praktik pemberian suaka terkadang menimbulkan kontroversi 

antara Negara pemberia suaka dengan Negara penerima suaka karena negara 

penerima suaka beranggapan bahwa negara pemberi suaka telah mencampuri

urusan kedaulatan negara penerima kuasa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji

mengenai pengaturan pemberian suaka diplomatik menurut hukum internasional

yang dibuat dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

“ Studi tentang Suaka Diplomatik dalam Perspektif Hukum

Internasional”.

Perumusan MasalahB.

Adapun perumusan masalah yang akan penulis paparkan didalam skripsi

ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang Pemberian suaka diplomatik di dalam

perspektif hukum internasional ?

2. Bagaimana pertimbangan untuk memberikan suaka kepada

individu/kelompok yang membutuhkan suaka ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini

adalah:

1. Memberikan penjelasan mengenai pengaturan dalam pemberian suaka

diplomatik yang ditinjau dari perspektif hukum internasional.
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2. Memberikan penjelasan mengenai karakteristik apa yang diperlukan dalam

memberikan suaka.

Dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan tulisan ini dapat beguna bagi para akademisi.

praktisi, dan instansi-instansi terkait serta dapat dijadikan sebagai bahan 

rujukan dan bahan bacaan bagi siapa yang berminat untuk

menulis/meneliti masalah ini lebih lanjut dkemudian hari.

2. Secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum

internasional pada umumnya, dan hukum Diplomatik dan Konsuler pada

khususnya serta menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca.

3. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan bisa dijadikan sumber dalam bahan

pertimbangan untuk membuat kebijakan oleh pemerintah dan sebagai

referensi.

D. Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini terarah dan tersusun secara sistematis, maka

ruang lingkup pembahasan dalam penulisan skripsi ini, lebih dititikberatkan pada

pengaturan tentang SUAKA DIPLOMATIK yang diberikan oleh Pejabat

diplomatik.perwakilan konsuler.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara yang utama untuk memperoleh data 

yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga tujuan
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penelitian dapat tercapai. Dalam penulisan ini penulis mengidentifikasi dan 

kualifikasi fakta-fakta kemudian mencari norma-norma yang berkaitan guna

pemecahan masalah.

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan kajian yuridis normatif untuk memahami

penerapan norma-norma terhadap fakta- fakta.

2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga metode

pendekatan yaitu :

a. Pendekatan historis

Pendekatan historis atau sejarah dilakukan dengan

mempelajari latar belakang dan perbandingan antara hukum dan

isu yang dibangun. Pendekatan ini ditujukan untuk

mengungkapkan dasar filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu

atau sesuatu yang dipelajari berdasarkan perkembangan waktu atau

metode tertentu.

b. Pendekatan komparatif

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan metode

pendekatan komparatif atau perbandingan. Pendekatan dilakukan

dengan cara membandingkan suatu sistem hukum yang satub

dengan satu sistem hukum yang lainnnya yang bertujuan untuk

mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem

hukum yang diteliti. Sehingga didapatkan kelebihan dan
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kelemahan masing-masing untuk dapat dirumuskan format 

idealnya2'.

c. Pendekatan konseptual

Selain menggunakan dua metode diatas, penelitian ini juga

menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan yang bersifat 

konseptual menyangkut tentang padangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan konsep dasar

yang digunakan dalam merumuskan , pengertian-pengertian

hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan

dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini bertujuan untuk

membangun atau merumuskan suatu argumentasi hukum melalui

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam memecahkan 

suatu isu yang dihadapi24.

3. Bahan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian kepiistakaan (library

fresearch), dalam hal ini penulis meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri

dari:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang bersifat normatif yang digunakan untuk 

mengkaji persoalan hukum Suaka Diplomatik, bahan hukum ini

berupa; Konvensi wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik,

23 Bambang Sunggono. Metode Penelitian Hukum. Jakarta:RajwaliPers.l996,hal,71.
24 Burhan Ashofa.Mefoc/e Penelitian Hukum.Jakarta:Rineka Cipta. 1996,hal,37.
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Universal Declarations of Hunian Rights 1948, Konvensi Caracas

1954 tentang Suaka Diplomatik

b. Bahan hukum sekunder

yakni bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan 

hukum primer yang meliputi literatur, hasil penelitian karya ilmiah 

misalnya journal, buku-buku, dan artikel ilmiah, yang memiliki 

keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan hukum tersier

sebagai bahan hokum penunjang yang memberikan

petunjuk dan untuk penjelasan bahan hukum primer dan sekunder

misalnya ensiklopedia dan Black’s law dictionary.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang

didapatkan melalui studi kepustakaan yang menggunakan bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan huku tersier. "Bahan ini

diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber-sumber hukum, buku hasil

penelitian yang bersifat empirik dekriptif tentang permasalahan yang akan

dibahas.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan ditafsirkan melalui teori-

teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep
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hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian, yang dapat berupa 

peraturan perundangan , penelitian terdahulu, literatur hukum, dan karya 

tulis ilmiah dibidang hukum lainnya. Proses pengumpulan ini dilakukan

berdasarkan relevansi materi terkait sehingga dapat menunjang substansi,

kerangka teori dan analisis penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif

yang merupakan bahwa bahan-bahan hukum yang didapat diuraikan secara

sistematis dengan cara menghubungkan bahan hukum yang satu dengan

bahan hukum yang lainnya yang bersumber dari berbagai kepustakaan.

akhirnya dapat dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan yang dapat 

menjawab permasalahan yang ada25. Menurut Morse dan Field , analisis

kualitatif adalah proses tentang pencocokan bahan hukum secara bersama-

sama, bagaimana membua yang samar menjadi nyata, menghubungan 

akibat dengan sebab. Yang merupakan proses verifikasi dan dUgaan, 

koreksi dan modifikasi, usul dan pertahanan. Selanjutnya dalam proses

analisis terdapat empat proses yaitu: memahami, sintesis, teoritis, 

recontekstualisasi26.

a. Memahami

Awal proses analisis penelitian-penelitian kualitatif 

berusaha untuk bisa mempertimbangkan bahan dan belajar mencari

25 Soerjono Soekanto. Metodelogi Penelitian Hukum. Jakarta: Ul-Pers.l984.hal,170 
20 Op. Cit
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‘apa yang terjadi”. Bila pemahaman dicapai, peneliti bisa

menyiapkan cara deskripsi peristiwa, dan bahan baru tidak

ditambahkan dalam uraian.

b. Sintesis

Sintesis meliputi penyaringan bahan dan menyatukannya.

Pada langkah ini peneliti mendapatkan pengertian dari apa yang

“khas” mengenai suatu peristiwa dan apa variasi dan cakupannya.

Pada akhir proses sintesis, peneliti dapat mulai membuat

pernyataan umum tentang peristiwa mengenai peserta studi.

c. Teoritis

Meliputi sistem pemilihan bahan. Selama proses teori,

peneliti mengembangkan penjelasan alternatif dari peristiwa dan 

kemudian menjaga penjelasan ini sampai menentukan apakah

“cocok” dengan bahan. Proses teoritis dilanjutkan untuk 

dikembangkan sampai yang terbaik dan penjelasan paling hemat 

diperoleh.

d. Recontekstualisasi

Proses dari recontekstualisasi meliputi pengembangan teori 

lebih lanjut dan aplikabilitas untuk kelompok lain yang diselidiki., 

didalam pemeriksaan terakhir pengembangan teori, adalah teori 

harus generalisasi dan sesuai konteks.
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7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Didalam penarikan kesimpulan terdapat' dua cara penarikan

kesimpulan yaitu:

a. Metode induktif

Usaha untuk melengkapi isi sistem, tidak hanya dengan

kaidah-kaidah positif, melainkan juga dengan asas-asasnya. Dalam

proses pelengkapannya, tulisan ini dikerjakan dengan cara

menemukan asas-asas umum dari bahan aturan yang ada, jadi

didalam penulisan ini tidak hanya bersumber pada kaidah-kaidah

positif tetapi juga asas-asas.

b. Metode deduktif

Dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan

konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan

dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.
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